BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini,
maka terhadap rumusan masalah yang tercantum dalam BAB I, peneliti dapat
menjawab bahwa pertama pendekatan multidoor dapat diterapkan untuk dapat
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang diketahui
memperdagangkan satwa dilindungi, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan. Penggunaan Undang-Undang tersebut karena
diketahui bahwa perdagangan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh
korporasi dilakukan dengan cara menyelundupkan jenis satwa dilindungi dengan
satwa tidak dilindungi. Kemudian, perdagangan terhadap satwa liar dilindungi yang
masih banyak terjadi hingga saat ini juga pada akhirnya dapat menimbulkan
kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh satwa liar memiliki berbagai fungsi
yang berguna bagi lingkungan, seperti fungsi penyebar benih, dan fungsi
pengendali hama sebagai pencegah terjadinya ledakan hama, sehingga apabila
satwa liar mengalami kepunahan akibat perdagangan ilegal terhadap satwa liar
dilindungi, maka dapat mengakibatkan lingkungan tidak dapat melestarikan
fungsinya, dan dapat terjadi kerusakan lingkungan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH dapat
dibebankan, baik kepada korporasi, ataupun kepada pengurus korporasi.
Penjatuhan pidana yang dibebankan kepada korporasi akan diwakilkan oleh
pengurus korporasi yang berwenang. Ancaman pidana yang dapat dibebankan
kepada korporasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup berupa pidana pokok, yaitu pidana denda. Selain itu, terdapat
pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Ancaman pidana dalam
Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dapat dibebankan
kepada korporasi berupa pidana denda. Namun, Undang-Undang Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan tidak mengatur secara lebih lanjut terkait dengan mekanisme

pembebanan sanksi pidana kepada korporasi. Selain itu, ancaman pidana dalam
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Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan hanya sebatas pada pidana
pokok, yaitu pidana denda, dan tidak mengatur mengenai pidana tambahan yang
dapat diterapkan untuk memulihkan keadaan akibat perdagangan yang dilakukan
oleh pelaku.

Kedua, perubahan terhadap UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya tetap dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh KUHP Nasional tidak
mengatur mengenai perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Dalam Pasal
338 ayat (1) huruf ¢ KUHP Nasional mengatur mengenai larangan untuk
memanfaatkan bagian tubuh atau organ dari hewan dengan tujuan yang tidak patut.
Namun pemanfaatan apa saja yang dilarang di dalam ketentuan tersebut masih
sangat luas maknanya. Kemudian di dalam penjelasan pasal 338 ayat (1) huruf ¢
hanya memberikan pengertian dari ‘tujuan yang tidak patut’, yaitu perbuatan selain
untuk dikonsumsi, penelitian, pengetahuan, dan untuk kepentingan medis. Selain
itu juga ketentuan tersebut terbatas terhadap larangan atas pemanfaatan bagian
tubuh atau organ tertentu. Meskipun KUHP Nasional telah mengatur mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat
korporasi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, perubahan terhadap UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya tetap dibutuhkan terutama terkait dengan ketentuan ancaman pidana
yang diatur dalam UU KSDAHE yang masih rendah, dan belum diaturnya
mekanisme ganti kerugian dan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi akibat
memperdagangkan satwa dilindungi secara ilegal. Selain itu, perubahan yang perlu
dilakukan adalah terkait dengan jenis satwa yang diatur. Di dalam UU KSDAHE
hanya mengatur sebatas satwa dilindungi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga, untuk jenis satwa yang
termasuk sebagai satwa dilindungi di luar negeri, dan tidak dianggap sebagai satwa

tidak dilindungi di Indonesia tidak diatur dalam UU KSDAHE.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah
bahwa terdapat berbagai ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, pertama

mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kegiatan
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perdagangan terhadap satwa liar dilindungi perlu diatur lebih lanjut di dalam
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Kebijakan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang
memperdagangkan satwa liar dilindungi tersebut dengan penjatuhan ancaman
pidana secara langsung kepada korporasi, tidak hanya kepada pengurus dari
korporasi. Kedua, ketentuan ancaman pidana di dalam UU KSDAHE juga perlu
dilakukan perubahan karena pengaturan ancaman pidana di dalam UU KSDAHE
yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami, serta pengaturan
mengenai mekanisme ganti kerugian serta pemulihan akibat perdagangan satwa liar
dilindungi. Sehingga, dibutuhkan adanya perubahan terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk
dapat mengakomodir perkembangan tindak pidana terhadap sumber daya alam
hayati yang terjadi saat ini dengan mengesahkan revisi Undang-Undang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
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